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Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan teori Good Governance
“UNDP”, ada sembilan faktor penting untuk mencapai Good Governance. Dari Sembilan faktor ini,
penulis hanya membahas tiga faktor saja, karena aspek tersebut lebih relevan dengan fokus penelitian
yang penulis angkat yakni tata pemerintahan desa serta fenomena yang terjadi di lapangan. Ketiga
faktor tersebut yaitu : Tranparansi, Daya Tanggap, dan Akuntabilitas. Adapun permasalahan mengenai
pendlitian ini adalah tidak baiknya tata pemerintahan desa, yang mana kurang transparan, bertanggung
jawab, dan tanggapnya pemerintah desa dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya pada
penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tirta Kencana. Lokasi penelitian di Desa Tirta Kencana.
Subyek penelitian adalah kepala badan pemberdayaan dan pemerintahan desa , camat, kepala desa,
perangkat desa, badan permusyawaratan desa serta masyarakat Tirta Kencana. Kesimpulan dalam
penelitian ini adalah bahwa tidak tercapainya tata pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan
pemerintahan desa di Desa Tirta Kencana karena pada pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya
aparatur pemerintah desa kurang tranparan, bertanggung jawab dan tanggap, sehingga penyelenggaraan
pemerintahannya tidak sesuai dengan tata pemerintahan desa.

Kata Kunci : good governance, penyelenggaraan, pemerintah desa, dan tata pemerintahan.

Abstract

This research uses a qualitative method that uses the theory of Good Governance "UNDP", there are nine
important factors to achieve good governance. Of nine of these factors, the author discusses only three
factors because they are relevant to the focus of the research that the functioning of the village
government and the phenomena that occur in the field. These three factors are: Transparency,
Responsiveness, and Accountability. The problem of this study is the procedure of the village is not
working, which is less transparent, accountable, and the response of the village government in carrying
out their roles, responsibilities and functions of governance at the village in the village of Tirta Kencana.
Research sites in the village of Tirta Kencana. Subjects were heads of government agencies and the
empowerment of village, district, village heads, village, village and community consultative body Tirta
Kencana. The conclusion of this study is the failure to achieve good governance in village governance in
the village of Tirta Kencana because the performance of duties, responsibilities and functions of the
government apparatus village less transparent, accountable and responsive, so that the implementation of
the government was not in suitable with good governance.

Keywords: good governance, administration, village government, and work procedures.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang desa memberi peluang bagi desa
untuk menjalankan otonomi desa secara luas dan
mandiri di daerah, karena betapa pentingnya desa
sebagai
daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di

lembaga terkecil di dalam pemerintahan

pedesaan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan
suatu bentuk penyesuaian dari
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

yaitu mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh

Undang-Undang

desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan
ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun
pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan
pemerintah tertentu, serta menjadi suatu tolok ukur
bagi
pemerintahan desa di daerah.

pemerintah desa untuk menyelenggarakan

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa
Tirta Kencana merupakan suatu bentuk penugasan
diberikan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang kepada

maupun  pendelegasian  yang

Pemerintah Desa Tirta Kencana, dalam rangka
menyelenggarakan otonomi desa agar dapat memberi
pengaruh yang positif terhadap kemajuan daerah
Kabupaten Bengkayang, terutama dalam melakukan
identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan di
daerah Kabupaten Bengkayang secara mandiri.
Pelaksanaan otonomi desa ini diharapkan mampu
untuk meningkatkan kesgjahteraan  masyarakat
Kabupaten dalam

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang

Bengkayang, terutama
berkaitan dengan administrasi dan pelayanan publik di
Salah  satu
penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten
Bengkayang adalah Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2006 tentang Susunan Organisas dan Tata
Kerja Pemerintah Desa. Peraturan daerah tersebut

Desa Tirta Kencana pedoman

mencakup tugas, pokok dan fungsi pemerintah desa

sertatata kerja pemerintah desa.

Tata kerja pemerintah desa di dalam
15 Tahun 2006 ini
dalam

menyelenggarakan pemerintahan Desa di Desa Tirta

Peraturan Daerah Nomor

merupakan  pedoman  aparatur  desa
Kencana, yang mana didalamnya sudah jelas tugas,
pokok dan fungsi pemerintah desa terutama kepala
desa sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat desa,
agar
pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah

mampu memimpin penyelenggaraan
ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa

(BPD).

Kepala desa di dalam peraturan tersebut
adalah sebagai alat pemerintah, alat perpanjangan
tangan pemerintah kecamatan dan pemerintah
kabupaten di tingkat desa, sebagai pelaku utama guna
meningkatkan kemajuan desa pada penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan menjadi motor penggerak
utama dalam membangun daerah. Untuk itu, apabila
kepala desa dan perangkat desa Tirta Kencana tidak
mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka
kemungkinan besar aparatur desa di Kantor Desa
Tirta Kencana sulit memahami dengan baik tata kerja
telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang di dalam
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
tersebut.

pemerintah desa, yang

Belum dipahaminya tata pemerintahan desa
tersebut terlihat dari adanya indikasi aparatur desa
atau Pemerintah Desa Tirta Kencana belum bisa
melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dengan
optimal, yaitu

pada pelaksanaan tugas dan

kewajibannya, kepala desa semestinya harus

bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan
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Permusyawaratan Desa, dan menyampaikan laporan
mengenai  pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
melalui Camat setempat.

Pertanggungjawaban dan laporan
pelaksanaan tugas kepala desa tersebut disampaikan
sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada
akhir tahun anggaran, tetapi pada kenyataannya
kepala desa Tirta Kencana menyerahkan laporan
pelaksanaan tugas yang telah dijalankannya tidak
sesual dengan waktu yang telah ditentukan atau sering
kali terlambat. Indikasi tersebut diperkuat oleh
pengakuan Camat Bengkayang pada saat peneliti
melakukan pre survey di Kantor Camat Bengkayang,
bahwa saat ini memang kepala desa Tirta Kencana
belum pernah melaporkan Ilaporan pertanggung

jawaban mengenai pelaksanaan tugasnya.

Kurang lengkapnya administrasi
kependudukan desa Tirta Kencana juga terlihat tidak
adanya data yang akurat mengenai data penduduk
masyarakat setempat yang berwujud profil desa
ataupun monografi desa, yang seharusnya dimiliki
oleh masing-masing desa, hal tersebut menyebabkan
camat selaku kepala wilayah ataupun pejabat yang
berwenang di wilayah Kecamatan Bengkayang sulit
untuk mangakumulasikan data desa se-kecamatan
Bengkayang di dalam data kecamatan Bengkayang
dalam angka, sehingga untuk memperoleh informasi
yang mendukung hal tersebut pemerintah kecamatan
Bengkayang harus turun langsung kelapangan untuk
melakukan pendataan. Pentingnya profil desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat berguna
untuk mengetahui potensi-potensi mengenai  desa,
agar dengan terbukanya informasi tersebut dapat
membantu  pemerintah, baik itu pemerintah
kabupaten, kecamatan maupun pemerintah desa dalam
proses pengambilan keputusan. Profil desa juga
sangat bermanfaat dalam penyusunan rancangan
maupun evaluas pada pelaksanaan pembangunan di

kecamatan Bengkayang.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa di
Kantor Desa Tirta Kencana, dalam rangka
meningkatkan kinerja aparatur desa di seluruh
Kabupaten Bengkayang tidak hanya sebatas
pada kelengkapan administrasi kependudukan
dan pelaporan sgja, namun beberapa hal teknis
lainnya seperti kinerja aparatur desa juga sangat
mempengaruhi berjalannya roda pemerintahan
di desa. Hal-ha yang sering kali menjadi
sorotan masyarakat yang berkenaan dengan
kinerjatersebut adalah pelayanan yang diberikan
aparatur pemerintah desa kepada masyarakat,
dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa adalah

karena pentingnya pelayanan di

merupakan suatu bentuk akuntabilitas atau
pertanggungjawaban pemerintah desa pada

pel aksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Salah satu bentuk pelayanan yang tidak

bertanggung jawab pada penyelenggaraan
pemerintahan desa di Desa Tirta Kencana dalam
hal ini adalah, berawal dari tidak adanya tanggung
jawab dari perangkat desa seperti sekretaris desa
dan kepala urusan bak itu kepala urusan
pemerintahan, kepala urusan pembangunan dan
kepala urusan umum di dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat
dilinat ketika ingin mengurus administrasi
masyarakat mesti mendatangi kepala desa di
rumahnya, karena selain pelayanan dilakukan di
rumah, kepala desa juga melayani masyarakat
seluruh
pemerintahan dilaksanakan kepala desa secara
tersebut

memberatkan kepala desa, karena seharusnya

seorang diri, sehingga kegiatan

merangkap. Tentunya hal sangat
kepala desa yang semestinya dibantu oleh
perangkat desa dalam hal pelayanan administrasi,
justru harus bekerja sendiri untuk melayani
masyarakat. Tidak adanya partisipasi perangkat

desa pada penyelenggaraan pemerintahan desa
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ini, merupakan bentuk dari tidak terlaksananya
tugas, pokok dan fungsi perangkat desa yang
bertanggung jawab dalam rangka
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan desa, hal tersebut dapat
menyebabkan lemahnya kinerja  aparatur
pemerintah desa dalam rangka meningkatkan
pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di
Desa Tirta Kencana
Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus
penelitian, maka rumusan permasalahan ini
adalah Bagaimana tata pemerintahan Desa Tirta
Kencana dalam menyelenggarakan tugas-tugas
Pemerintahan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian,
dan rumusan masalah yang telah diuraikan,
adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Ingin mengetahui bagaimana
Transparansi Pemerintah Desa di Desa
Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang
Kabupaten Bengkayang.

2. Ingin mengetahui bagaimana Daya
Tanggap Pemerintah Desa di Desa Tirta
Kencana  Kecamatan  Bengkayang
Kabupaten Bengkayang.

3. Ingin mengetahui bagaimana
Akuntabilitas kerja Aparat Desa Tirta
Kencana  Kecamatan  Bengkayang

Kabupaten Bengkayang.

Manfaat Penelitian

Hasil pendlitian dapat menjadi salah satu
referens: dan bahan masukan bagi pemerintah
Desa Tirta Kencana, daam rangka
menyelenggarakan pemerintahan Desa, untuk

mewujudkan tata pemerintahan Desa yang baik

di Kantor Desa Tirta Kencana Kecamatan
Bengkayang Kabupaten Bengkayang, serta
dapat  memberikan  kontribusi kepada
pemerintah Desa Tirta Kencana, daam
menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang
dilandasi dengan Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Tirta
Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten
Bengkayang.

B. TEORI DAN METODOLOGI
1. Teori

Terbentuknya tata pemerintahan yang baik
(good governance) diyakini dapat mengatas
problem pembangunan ekonomi ditingkat lokal.
Keyakinan ini bermula dari dua hal, yaitu
pemerintahan yang baik selalu bersandar pada
transparansi dan akuntabilitas publik (Nugroho,
2001:4). Pendapat yang dikemukan oleh Archer
dikutip oleh Nugroho menyatakan bahwa
pemerintahan yang baik cenderung didasarkan
pada beroperasinya tiga kekuatan, yaitu negara
yang Kkuat, pasar yang kompetitif dan
masyarakat civil yang mandiri (Archer dalam
Nugroho, 2001:4).

Konsep good governance yang dikutip oleh
Sjamsuddin bahwa dalam good governance
tidak lagi pemerintah (state), tetapi madani
(civil society) dan terutama sektor swasta
(privat  sector) vyang berperan dalam
kepemimpinan (governance). Ha ini juga
karena  adanya  perubshan  paradigma
pembangunan, dengan peninjauan ulaang peran
pemerintah dalam pembangunan, yang semula
bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar,
menjadi bagaimana menciptakan iklim yang
kondusif dan melakukan investasi prasarana
yang mendukung dunia usaha. Sudah barang
tentu ini bisa dilakukan, apabila masyarakat dan
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sektor swasta sendiri sudah semakin berdaya
(S§iamsuddin, 2010:50)

Pendapat Tussman yang dikutip oleh
Sjamsuddin juga menyatakan bahwa
“Governance non by the best among all of us
but by the best whitin each of us”. Maksudnya
adalah : pemerintahan itu dilaksanakannya
sebaiknya bukan oleh orang-orang yang terbaik
diantara para aparatur negara, tetapi justru oleh
kemampuan terbaik dari setigp individu
aparatur negara yang bersangkutan. Hal ini
merupakan konsekuens dari suatu sistem
administras publik yang secara seutuhnya
berfungsi memberikan  pelayanan  dan
pembinaan kepada masyarakat.

Istilah governance secara harafiah dapat
diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan,
pembinaan atau dalam bahasa inggrisnya adalah
building. Governance adalah suatu proses
dalam mana suatu sistem sosia ekonomi atau
sistem organisasi komplek lainnya dikendalikan
dan diatur sebagaimana diungkapkan oleh
Puque yang dikutip oleh Sjamsuddin yaitu “it is
process through which a sosio-economic or any
other complex organization is steered” (Puque
daam Sjamsuddin, 2010:51). Kemudian
pendapat Pinto yang dikutip oleh Sjamsuddin
juga mendefenisikan governance sebagai
praktek penyelenggaraan  kekuasaan dan
kewenangan oleh pemerintah dalam
pengelolaan urusan pemerintahan secara umum,
dan pembangunan ekonomi pada khususnya
(Pinto dalam Sjamsuddin, 2010:51).

Menurut Bhatta yang dikutip oleh
Sjamsuddin secara umum good governance
mengandung unsur utama yang terdiri dari
akuntabilitas  (accountability), transparansi
(transparency), keterbukaan (openness), dan
aturan hukum (rule of law) (Bhatta dalam
Sjamsuddin, 2010:55). Terhadap keempat unsur

tersebut Admulekun dan Bryant yang dikutip
oleh Samsuddin menambahkan dua unsur
lainnya yaitu  kompetens manajemen
(management competence) dan hak-hak asas
manusia (human rights). Hak-hak asasi manusia
pada dasarnya merupakan bagian bagian dari
unsure governance (meskipun pada tingkatan
pengertian umum atau global), sedangkan
kompetenss mangjemen lebih cenderung
merupakan akibat atau gejala (symptom) daria
adanya good governance daripada sebagai

bagian dari unsur utama.

2. Metode Penelitian

Untuk  menjawab  permasalahan  yang
dikemukakan dalam penelitian ini digunakan
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif salah
satu jenis penelitian yang bertuyjuan untuk
menggambarkan secara lengkap dan rinci seluruh
hal yang berkenaan dengan fenomena yang terjadi
di lapangan .

Subjek pada penelitian ini diambil dengan
mengunakan teknik purposive sampling. Adapun
yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara
lain : Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintah
Desa Kabupaten Bengkayang, Camat Bengkayang,
Kepala desa Tirta Kencana, Perangkat Desa Tirta
Kencana, Badan Permusyawaratan Desa Tirta
Kencana dan masyarakat Tirta Kencana serta
Sekretaris desa Bhakti Mulya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian
ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Selanjutnya untuk  menguji
keabsahan data pada penelitian ini peneliti

menggunakan teknik triangulasi.
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa

pemerintah desa terhadap pelaksanaan tugas,
pokok dan fungsinya, sehingga terwujudnya tata

Tirta Kencana Kecamatan  Bengkayang
Kabupaten Bengkayang.

Pada  penyelenggaraan  pemerintahan,
pemerintah desa memiliki peran yang sangat
penting, terutama dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat, balk dalam hal
pelayanan administrasi yang merupakan bagian
dari tugas, pokok dan fungsi aparatur
pemerintah desa, maupun kewsajiban dan
kewenangan desa lainnya yang merupakan
tanggung jawab pemerintah desa tersebut.
Kedudukan Kepala Desa sebagaimana yang
telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
adalah  sebagai alat pemerintah, dat
perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dan
Pemerintah Kabupaten, sedangkan perangkat
desa bertugas membantu kepala desa dalam
menjalankan tugas dan kewajiban tersebut.

Salah satu fungss kepala desa yang
berkenaan dengan fungsinya adalah
melaksanakan tugas dari pemerintah dan
pemerintah daerah, yaitu bertanggung jawabnya
kepala desa kepada rakyat melalui BPD dalam
memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,
seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2006 hal tersebut
merupakan bagian dari tata kerja pemerintah
desa. Untuk mencapai terwujudnya tata
pemerintahan desa yang baik, perlu adanya
pemahaman dan tanggung jawab dari aparatur
pemerintah desa bersama BPD dalam
melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Oleh
karena itu perlu diterapkan adanya tranparans
kerja, daya tanggap dari aparatur pemerintah
desa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat serta akuntabilitas (tanggung jawab)

pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan
pemerintahan desa di Desa Tirta Kencana.

Tata pemerintahan yang bak (good
governance) dapat terwujud di dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa di desa
Tirta Kencana apabila seluruh elemen baik itu
pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat
desa bersama BPD serta masyarakat, dapat
bekerja bekerja sama dan memiliki vis yang
sama dalam  meningkatkan  kesegjahteraan
masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya
pelayanan prima dari aparatur pemerintah desa
kepada masyarakat, yaitu dengan menunjukkan
sikap dan cara yang bak agar terwujudnya
kepuasan dari masyarakat akan pelayanan yang
diberikan.

Pada kenyataannya fenomena di 1apangan
berbeda dengan apa yang seharusnya di lakukan,
yang mana Penyelenggaraan pemerintahan desa
di Desa Tirta Kencana belum transparan,
fenomena tersebut dapat dilihat dari tidak
tersedianya data-data mengenai desa tersebut,
serta penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
dilakukan di kantor desa. Hal tersebut dapat
terjadi karena pemerintah desa Tirta Kencana
tidak mengerti tugas, pokok dan fungsinya
dalam menjalankan kewenangan desa.

Pada pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
dalam pemerintahan desa, perangkat desa tidak
memiliki daya tanggap dan belum memiliki
tanggung jawab yang besar terhadap
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya
Kondisi tersebut  menunjukkan  bahwa
penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa
Tirta Kencana tidak sesuai dengan tata
pemerintahan desa, sehingga sulit untuk
mencapai tata pemerintahan yang baik di desa
tersebut.
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2. Keterbatasan Studi

Selama melakukan penelitian  tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa
Tirta Kencana Kecamatan  Bengkayang
Kabupaten Bengkayang, penditi mengalami
banyak  hambatan dalam  melaksanakan
penelitian, sehingga banyak kekurangan yang
terjadi  skripsi ini belum dapat mencapai
kesempurnaan. Adapun keterbatasaan-
keterbatasaan dalam pendlitian ini adalah :

a. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
belum mampu  menjelaskan  seluruh
permasalahan secara rinci yang terjadi di
lapangan.

b. Kurangnya literatur mengenai konsep-konsep
ataupun teori yang digunakan sebagai pisau

analisis dalam penelitianiini.

3. Apresias

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan
terima kasih kepada Camat Bengkayang dan
Kepala Desa Tirta Kencana, yang telah
mengizinkan  peneliti  untuk  melakukan
penelitian di tempat tersebut dan telah banyak
memberikan bantuan kepada peneliti sehingga
penelitian ini dapat terselesaikan.
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